
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 28 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

PERIZNAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPAI,A DINAS PENANAMAN

BUPATI MUSI RAWAS

b.

c-

MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non

Peitzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian

wewenang Perizinal dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanamal Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;

bahwa dikarenakan adanya penambahan pelayanan

perizinan dan non perizinan, maka Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang

Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Rawas.
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Mengingat : 1- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Udarl Kotaprqia di

Sumatera Selatan (le mbaral Neg;ara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

DaftsJ Perusahaan (LembaranNegara Republik

Indonesia Ta.Lun 1982 Nomor 7, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi (l€mbaran Negara Republik

Indon*ia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor @);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentarg

Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomot 42471i

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaraa Negara Republik

Indonesia Tahun 2O03 Nomor 39, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor ll8, Tambahal lembarart

Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2oo9 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentarg

Perikanan (t€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O73);

3.

4.

5.

6.

7.
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lo.

11.

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

NoEor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tent ry
Penanaman Moda.l (Irmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang

Penataan Ruang (I.€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O7 Nomor 68, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO8 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahr.rn 2008 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tertang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang

Usaha Miko, Kecil dan Menengah (I,€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Irmbarar Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 11, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu

Lintas daJr Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan

t€mbaran Negara RePublik lndonesia Nomor 5025);

12.

13.

14.



15.

16.

18.

19.

20.

21.

,|)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor 5049);

Undaag-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan lembaraa Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O09

Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Oo9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 20O9 Nomor 144), Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 5063);

Undang-Undalg Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun2oo9 Nomor 153, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlO Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);

Undeng-Undang Nomor 20 Tallun 2011 tentang

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor lo8, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5252);



23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Talah bag Pembangunan Untuk

Kepentingal Umum (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan

t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor3 Tahun 2Ol4 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan

l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 153, Tambahan

I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentsng

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambalajl

Lembaran Negaia Republik lndonesia Nomor 5285);

24_
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tcntang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eleldronik

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12

Nomor 189, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pcmerintah Nomor 1O1 Tahun 2ol4tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 333, Tambahan I;mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secsra

Elektronik (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Penggunaar Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 162);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 t€')tartg

Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang

Perizinan untuk Usaha Mikrc dan Kecil (kmbaran

Negara Republik Indonesia Talnrn 2014 Nomor 222);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2Ol7 tEr:t ry

Percepata! Pelaksqnaall Berusaha (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20 17 Nomor 21O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 201 1 tentang Perubahan Icdua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31.

32.

30.
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33.

35.

36.
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37.

39.

41.

38.

40.

42.

44.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

18/PMK.O1O/20f2 tentang Perueahasn Modal

Ventura;

Rran-nar lt€nHi Rrtfi*rIr I{dE
7olPermentan/PD.2OO I 612014 tentang Pedoman

Perizinan Us$a Budidaya Holtikultura;

Rrahrlan Menteri FEdagar8an l{qntr 9O/M-

DAOlPgRll2l?fl4 tEntans ktataan dan hhinaan
Gtdarg

Feraturen Mentcri Keschatan Nomor 26 Tahrm 2O18

t€ntang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor

887);

Perafl[an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Eleldronik Seli.tor Pendidikan dan

Icbudayaan (Berita Negara Republik Indon6ia

Tahun 2018 Nomor 8961;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

TerinGgrasi Secara Elektr',onik Di Bidang

Perdagangan (Berita Negara Republik lRdonesia

Tahun 2018 Nomor 93a);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

tentang Felayanan krizinan Bcrusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita

Negara Republik lfldonesia Tahun 2Ol8 Nomor

r235);

Peratu.ran Menteri Agraria dan Tata Ruang/KePala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018

tentang lzin Lokasi (Berita Negara Republik

Indoneeia Tahun 2018 Nomor 1235);

43-
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46.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/IcPala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun

2018 tentang Pertimbangan TekniE Pertanahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahtm 2018

Nomor 126.j);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O12

tentang lzin Pengelolaan Burung Walet

(Lcmbaran Daerah Kebupaten Musi Rawas Tahun

2012 Nomor 9);

Perattrran Daerah Nomor 2O Tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Mendiriksn Bsngunsn (Lmbaran

Daerah l(abupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor

20) s€ba8BiEEna teLah diubah dengan peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tcntang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan P€rangkat Daeralt

tkbupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah KabuPattn

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMLTruSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG PENDELEGASI.AN WEWENANG PERIZINAN

DAN NON PERIZNAN KEPADA KEPAI,A DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPA'IEI,I MUSI RAWAS.

45.

47.

48.
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Pasal I

Ictcntuan dalaE Lantpiran Feraturan Bupati Nomor 44

Tahun 2018 tentsng ltndelegasian Wewenang Perizinan

dan Non Perizinan fepada Kepals Dinas Penanaman

Modal dan Pclayanan Terpadu Setu Pintu

Kabupaten Musi Rawas (Bcrita Dacrah l(abupa.tcn Musi

Ra\pas Tahun 2018 Nomor 44) ditambah sebagaimana

tarantun drliyn L8mpiran Pcraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati

Pasd U

ini mulai bcrlal(I pada taryEal

diundanglan.
Agar sctiap

Pengundangan

pencmpatanuya

Rawa8.

orang mengetahuinya, memerintablcn

Peraturan Bupati ini dcngatr

dalam B€rtta Daerah l(abupatrn Musi

Ditctaplen di Muara Bcliti

padatangsd 2, Ma' 2o2o

Dfundangkan di Muara Bcltti

pada t -ggat 2l Ma 2o2o

SEXRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERA}I I(ABUPATEN MUSI RAWAS TAHI.IN 2O2O NOMOR.?8

PARAF KOORDII{ASI
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IIIMPIRAN PERATURAN Bt'PATt MUSI RA'q'AS

NoMoR | 2t T,f'iruN2o2o

TENTANG : PERI,,BAHAN KEDUA ATAS

PERATI,'RAN BUPATI NOMOR

44 TAHI.'N 2OI8 TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG

PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN KEPADA KEPAI,A

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PETAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN

MUSI RAV/AS.

PEIAYANAN PERTZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDEI.EGASIKAN

KEWENANGANI{YA KEPADA KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PEIAYANAN TBRPADU SATU PTNTU KABUPATEN MUSI RAWAS

I. Jcnis Perizina.n 5rang dilayani:

a. Izin Irkasi
b. Sektor PerdagBngen:

1) Surat Izin Usaha Perdaganggn (SIUn'

2) Tanda Fendaftaran Agen atau Di8tributor Barang dan/atau

Jasa.

3) Tanda Daftar Gudang (IDG).

4) Izin Operasional SPtsU.

5l lzin Opcrasional Toko Modem'

c. ScktorFerindustrian:

1| Izin Usaha Industri (IUI).

2) Izin Pcduasan.

3) Surat Tanda Pebdaftaran Pedagang Bahan Olsh Karet

Spesifi&asi Teknis (STP-Bokar SIR).

d. Sekor Linglungan Hidup:

f) Izin Lingkungan.

2) Sutat Fernyataan Kesangupan Fengelol,aaa dan FeEantauan

Lingkungan HiduP (SPPL).
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e-

3) Izin Feyimpffran S€mentara Limbah Bahan Bcrbahaya dan

Beracun (Limbah B3).

4) Izin Pembuangan Ak Limbah (IPAL).

Seldor Pendidikan:

l) Izin Fendidikan Formal.

2) Izin Fcndidibn Non F'onnal.

3) Izin Pent),elenggeraan Program Satuan Pendidikan.

4) lzin Operasional.

5) Izin Penelitian/Riset.

Sektor lGtEnagalerjaan:

1) Pengpsahan RPfi( (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asingl.

2) Izin opcrasional perusahaan pcnycdiajasa pekerja/buruh.

Sclrtor Ferhubungan:

1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.

2) Izin Umha Anghrtan.

3) Izin frrvek.

Seldor l(omunikasi dan Informatika:

U Izin Penyelengggraan Jaringan Telekomunikaei'

2) Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomrmikasi.

3) Izin Menara TelckomuniLagi.

4I lzin Reklame.

Sekor Pariwisata:

l) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (IDU$.

S€ktor Pertanian:

1) Izin Usaha Perkebunan (luq.
2) Izin Usaha Obat He*an.

3) Izin Usaha Tanaman Pa!8an.

4l Izin Usaha Hortikultura.

5) fzin Usaha Petcma&sn.

6) Pendaftaran Usaha Ferkebunan.

7) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan.

E,

L

j.
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k.

E| Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura.

9) Fendaftaran Usaha Petemakan.

Ferkoperasian dan UKM:

1) Izin Itoperasi Simpan Pinjam.

2) Izin Usaha Mikro dan Kccil 0t MIq.

3) Izin Fembukaan IGntor Cabang KSP.

4) Izin Fembulaan Kantor Cabang Pembantu KSP.

5) Izin Pembukaan lGntor IGs KSP'

scktor Fekerjaan Umum dan Ferumahan Ra$at;

1) Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJq.

2) Izin Mendirikan Bangunan.

3) Izin Perumahan/Siteplan Perumahan.

4) Sertilikat kik Fung€i (SLfl.

Scldor lGschatan:

1) Izin Usaha Industri Obat Tradisional 0OT1/ Indwtri
Bahan AlaD.

2) Izin Usaha Kecil dan Miko Obat Tradisional (UMC/IJ'

3l Sertifkat Produksi Pangian Industri Rulnah Ten88a.

4) Izin Mendirikan Rumah Sakit.

5l lzin Toko Alat lGsehatan.

6) Izin Operasiond Rumah Sakit.

4 Izin Operasional Klinik Pratama.

8) Izin Operasional Klinik Utama.

9) Izin haktik Dokter Mandid.

10) Izin Praktik Bidan Mandiri.

1l) Izin Laboratorium Klinik Pratama.

12)Izin Residential Hedth Senices (Klinik Fisioterap$.

13) Izin Optikal.

14) Izin Apotek.

15) Izin Toko Obat

16) Izin Klinik Kecantikan.

14 Izin Pralrtik Akuplmtur.

Ekstrak
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13) Izin Praktik Pcngobatan Tradisional.

19) Izin Toko Alat lcsehatan.

20) Surat Izin Prakik Dokter.

211 surat lzin ltaltik Bidan.

22) Surat Izin hal(tik Perawat'

23) Sur8t Izin kaktik Farmasi.

24) Surat r,im Praldik Teknik Kefamasian.

25) Surat Izin Pralrtik Analisis Tenaga Iaboretorium Medik

(ATr,Ir{1.

26) Surat lzin Praldk Apoteker.

24 Surat lzin Praktik Tenaga Gizi.

28) Suat lzin Praktik Psikolog Klinis.

291 Suat lzin kalftik FisiotraPi.

30) Suat Izin Prahik Elektnomedis.

31) Surat tzin Pra!ftik Okupasi Terapis.

32) Surat lzin Praldik Refraksionis Optisien.

33) Surat lzin Prakik Anastesi.

34) Surat lzin Kerja Sanitarian

35) suat lzin Kerja Ahli Gizi

36) Surat Izin Kerja Ferekam Medis

37} Surat Izin IGrja Radiografer

38) Surat Izin Kcrja Okupasi Terapis.

39) Suat Izin Kerja Analkis Kesehatan.

40) Surat Izin lGrja Tcnaga l(esehatan Masyarakat.

aU Surat Izin lcrja FiBiot€raPi.

42) Surat Izin Kerja Radiologi'

a3) Surat Izin Kerja Rekem Medik dan Informasi lGschatan.

44) Suret lzin lGrja Pisikologi Klinis.

451 Surat lzin Kcrja Admin Kesehatan.

46) Surat lzin Kcrja Refraksionis Optiscn.

44 sumt Izin Ke4a Elekhomedik

48) Surat Terdaftar Fenyehat Tradisional (STPIJ.

49) Scrtifikat Laik Higi€ne.



Jeois Non Perizinan yang dita),ani:

l. Rekomendasi Galian untuk keperluan Fenggelsrarl

Telekomunikaei.

2. Rekomenda.si Pen€rbitan Galian C.

3. RekomcndasilGtcnagalistrikan.

4. Rekonendasi Fengunaan air bawah tanah.

5. Rekomendasi Fenggunaan air pcrmukaan.
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